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ABSTRAK

Kompleksitas permasalahan keuangan daerah secara konseptual merupakan krisis fiskal
bagi pemerintah daerah serta merupakan sumber risiko fiskal bagi daerah. Fenomena
kompleksitas masalah ini tidak bisa hanya ditinjau dari satu sisi namun harus ditinjau secara
sistemik. Tulisan ini berusaha mengeksplorasi permasalahaan keuangan daerah di Indonesia
dengan pendekatan berpikir sistem. Adapun tujuan berpikir sistem yakni menemukan
pola/patern terhadap persoalan keuangan yang sesungguhnya.

Kata kunci: Kompleksitas, Keuangan daerah, Sistem

PENDAHULUAN

Secara teoritis, desentralisasi fiskal dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi
dalam pelayanan serta mengurangi informasi dan biaya transaksi yang terkait dengan
penyediaan layanan publik (De Mello 2000 dalam Elhiraika, 2007). Hasil penelitian Bank
Dunia (2011) menunjukkan bahwa secara statistik pelayanan publik mengalami peningkatan
setelah adanya desentralisasi, namun beberapa daerah tertinggal di Indonesia Timur (propinsi
Papua dan Papua Barat) secara konsisiten berada dalam posisi terendah dalam hal pelayanan
publik meskipun memiliki sumberdaya fiskal yang cukup dan alokasi dana perimbangan
yang cukup besar diluar dana-dana tambahan terutama dana otonomi khusus. Lebih lanjut
temuan Bank Dunia (2011) menunjukkan bahwa alokasi dana perimbangandan dana
dekon/TP ke daerah tidak memiliki efek yang yang konsisten terhadap pelayanan publik,
sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan pelayanan publik secara umum dipengaruhi oleh
faktor lain diluar alokasi dana tersebut. Fenomena lain ditunjukkan dari hasil penelitian
Yunida dan Zaitul (2008) yang menyatakan bahwa derajat desentralisasi fiskal tidak
proporsional dengan peningkatan belanja kesehatan, dan derajat desentralisasi fiskal
berpengaruh negatif terhadap belanja pelayanan kesehatan dengan kata lain, peningkatan
kewenangan daerah untuk mengalokasikan anggaranlebih banyak digunakan untuk
meningkatkan belanja di bidang yang lainnya. Di sisi lain, desentralisasi fiskal memiliki
keterbatasan terhadap pelayanan publik. Menurut Elhiraika (2007) ketika daerah memiliki
keterbatasan sumber pendanaan sehingga terjadi bias dan defisit anggaran. Keadaan ini akan
mempengaruhi penyediaan layanan publik bagi pemerintah daerah. Di Indonesia, rendahnya
kapasitas fiskal daerah didiwujudkan dengan rasio ketergantungan daerah terhadap dana
transfer dari pusat.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal perimabangan Keuangan (2014) diketahui
bahwa rata-rata rasio PAD terhadap pendapatan daerah adalah sebesar 8,5%, sedangkan rata-
rata rasio dana transfer terhadap pendapatan daerah mencapai 91,2%. Hal ini menunjukkan
bahwa ketergantungan pemerintah kabupaten dan kota terhadap dana transfer masih sangat
tinggi. Kenyataan lain, pemerintah daerah menghadapi peningkatan terhadap belanja
daerahnya, jika demikian yang terjadi maka telah menimbulkan asimetris antara kebutuhan
fiskal dan kapasitas fiskal karena belanja yang terus meningkat tanpa diikuti oleh peran PAD
yang signifikan (DJPK, 2014). Berdasarkan data dari DJPK memang terdapat peningkatan
jumlah PAD akan tetapi juga terjadi peningkatan jumlah transfer pusat terhadap daerah.
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Data dari DJPK (2014) menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan PAD dari
sebelum desentralisasi fiskal (sebelum 2001) ke pelaksanaan desentralisasi fiskal (setelah
2001) mengalami peningkatan tiga kali lipat yakni dari 5,5 triliun di tahun 2000 menjadi
15,2 triliun di tahun 2001. Perkembangan yang pesat dapat dilihat dengan membandingkan
penerimaan asli daerah ketika menggunakan regulasi UU No 34 tahun 2000 dan UU No 29
tahun 2009, penerimaannya meningkat dari 67,6 triliun (di tahun 2009) menjadi 1803
triliun di tahun 2014. Peningkatan ini disebabkan antara lain oleh kebijakan penguatan
kewenangan perpajakan daerah. Meskipun daerah mengalami peningkatan dalam hal PAD,
namun ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat juga meningkat. Hal ini
mengindikasikan bahwa meskipun terjadi peningkatan PAD akan tetapi ketergantungan
fiskal daerah terhadap pusat juga mengalami peningkatan. Data terbaru terkait tingginya
ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Triliun Rupiah)

Uraian 2015 2016 2016*
Transfer ke Daerah 602,24 723,19 729,27
Dana Perimbangan 582,91 700,43 687,51
Dana Transfer Umum 430,94 491,49 486,83
Dana Transfer Khusus 151,97 208,93 200,67
Dana Insentif Daerah 1,66 5 5
Dana Otonomi Khusus 17,66 17,76 18,81
Dana Desa 20,76 46,98 46,98
Total 623 770 776,25

Sumber: Kementerian Keuangan RT (Laporan INDEF, 2016)

Tabel di atas mengindikasikan bahwa ketergantungan daerah terhadap dana transfer
dari pusat saangatlah tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam
peningkatan kapasitas kemandirian dan kapasitas pembangunan sangat rendah, karena
ditunjukkan dengan sebagian besar (60%) pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan
sedangkan PAD hanya memberikan kontribusi sebesar 22,26% (INDEF, 2016).

Kompleksitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Fenomena ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendanaan dari pusat
merupakan fenomena umum yang banyak terjadi negara-negara lain seperti halnya yang
dirangkum oleh Fjeldstac and Heggstad (2012:3) bahwa beberapa pakar seperti Bird (2010),
Boadway dan Shah (2009), Boex dan Martinez Vazquez (2006) menyatakan bahwa
pemerintah daerah umumnya tergantung pada transfer dari tingkat pemerintah yang lebih
tinggi. Keadaan ini akan menjadi persoalan terutama pada pemerintah pusat yang kemudian
terkesan “terbebani” dengan kebijakan otonomi itu sendiri. Hal ini tentunya memerlukan
kajian tersendiri karena jika dilihat berdasarkan data yang ada, potensi eckonomi yang
dimiliki daerah untuk mengembangkan PAD masih cukup besar namun potensi-potensi
tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Atau justru terdapat risiko yang tidak
terprediksi oleh daerah schingga mengakibatkan pembengkakan pada sisi pengeluaran
maupun pembiayaan yang berujung pada ketergantungan fiskal pada pusat. Jika keadaan ini
terus berlanjut maka akan mengakibatkan turunnya kinerja fiskal daerah.

Besarnya dana yang harus di transfer oleh pusat kepada daerah memberikan sinyal
bahwa pemerintah mendapatkan tekanan fiskal dikarenakan risiko fiskal yang terjadi di
daerah. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Polackova (2005):
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“Growing experience indicates that the central government and the county’s public
Jfinances are at risk when local governments expose themselves to excessive fiscal risk .Local
JSiscal risk can be defined as a source of financial stress that could face a local government in
the future. Similarly to central government, local governments can accumulate direct and
contingent liabilities”.

Pengalaman yang berkembang menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan keuangan
publik (negara) itu beresiko ketika pemerintah daerah ‘mengekspos’ diri mereka secara
berlebihan untuk risiko fiskal. Risiko fiskal yang berlebihan dapat didefinisikan sebagai
sumber stres keuangan yang bisa dihadapi pemerintah daerah di masa depan. Terjadinya
akumulasi kewajiban langsung dan kontinjensi dari pemerintah daerah sedangkan satu sisi
daerah jika tidak mampu untuk mengatasinya maka tentunya hal ini akan membebani
pemerintah pusat.Keadaan ini juga sesuai yang dikemukakan Polackova (2005) bahwa salah
satu alasan yang menyebabkan resiko fiskal adalah biaya reformasi transisi dan struktural
yang kemudian menciptakan skema dan pergeseran pembiayaan untuk masa depan. Biaya
Pemilukada nampaknya menjadi beban bagi APBD sebagaimana yang telah diteliti oleh
Koeswara et.al (2013) bahwa” pemilukada is budgeted in APBD, heavily encumbering
regional finance”, bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung telah menimbulkan beban
yang berat bagi anggaran daerah.

Beberapa persoalan yang dikemukakan di atas memberikan sinyal bahwa kemadirian
fiskal daerah tidak hanya menyangkut kemampuannya menghimpun pendapatan akan tetapi
juga terkait dengan kemampuan untuk mengelola pengeluarannya yang berasal dari
penghimpunan sumber-sumber penerimaan yang telah dilakukan. Tekanan fiskal (fiscal
stress) akan terjadi ketika daecrah menerima pendapatan dari sumber penerimaan akan tetapi
penerimaan tersebut tidak cukup untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang bersifat
wajib. Hal ini sesuai dengan pendapat Moore (1985) dan Badu and Li (1994) dalam
Honadle, ef al. (2003) bahwa tekanan fiskal (fiscal stress) terjadi ketika pemerintah tidak
mampu untuk menyeimbangkan anggaran serta ketidakseimbangan antara peningkatan
pendapatan dan kebutuhan pengeluaran. Jika terjadi ketidakseimbangan antara penerimaan
dan pengeluaran, maka daerah akan mencari sumber-penerimaan lain untuk menutup
kekurangan atas belanjanya. Dalam konteks pemerintahan daerah, jika sumber-sumber lain
ini diperoleh dari dana transfer dari pusat dan bukan PAD maka kemandirian fiskal daerah
masih dipertanyakan. Menurut data dari dari Direktorat Jenderal Peimbangan Keuangan
(2014) pemerintah daerah yang memiliki kemandirian fiskal tidaklah banyak. Sebagian besar
posisi pemerintah daerah berada pada kisaran 0,2,persen bahkan dengan membandingkan
antara tahun 2002 dan 2010 justru memperlihatkan bahwa semakin banyak pemerintah
daerah yang memiliki kemandirian fiskal rendah. Berdasarkan keadaan ini dapat dikatakan
bahwa meskipun umur otonomi daerah semakin beranjak dewasa akan tetapi tidak diimbangi
dengan kemandirian dan kedewasaan dalam hal pendapatan. Hal ini terjadi karena terdapat
kesenjangan fiskal di daerah yakni terdapat selisih kebutuhan fiskal (fiscal need) dengan
kapasitas fiskal (fiscal capacity) yang dimiliki oleh daerah. Kesenjangan fiskal atau fiscal
gap ini disebabkan oleh tiga hal (Kumorotomo, 2008:9) yakni: pertama pemerintah daerah
memegang kewenangan pembelanjaan yang lebih banyak dibanding dengan kewenangan
penerimaan atau dengan kata lain terlalu sedikit sumber-sumber penerimaan yang diberikan
otoritasnya kepada pemerintah daerah. Kedua, pemerintah daerah harus melakukan belanja
atau pengeluaran yang lebih banyak daripada modal pembangunan dan layanan publik yang
tersedia, dan kefiga pemerintah lokal belum mampu memanfaatkan sumber daya yang ada
untuk meningkatkan penerimaan. Hal yang kemudian terjadi adalah meski kurang mandiri
dalam hal pendapatan akan tetapi dacrah mengalami peningkatan jumlah belanja.

Berbagai persoalan di atas merupakan tekanan-tekanan fiskal (fiscal stess) yang
berpotensi terjadinya risiko fiskal di daerah. Risiko fiskal adalah tekanan fiskal yang
kemungkinan besar terjadi pada masa yang akan datang dikarenakan: 1) tujuan pemerintah
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tidak tercapai akibat penurunan kesehatan fiskal, 2) perubahan APBD, 3) potensi defisit
APBD akibat faktor internal maupun faktor eksternal yang menyebabkan tambahan belanja
dilvar anggaran atau kurangnya realisasi pendapatan (Hoesada, 2015) dikutip dari:
http://www.ksap.org/sap/risiko-fiskal-pemerintah-pusat-dan-daerah/ yang diakses pada 18
November 2015. Keschatan fiskal bagi pemerintah daerah memegang peranan penting
karena merupakan indikasi kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan dan
pemberian layanan kepada masyarakat (Huang Ju, 2013). Kesehatan fiskal pemerintah
daerah juga memegang peranan penting untuk stabilitas dan efisiensi keuangan seluruh
negara itu, namun pemerintah pusat sering memiliki informasi yang terbatas terkait
keuangan publik lokal yang kemudian dijadikan dasar untuk menilai risiko fiskal lokal dan
perencanaan fiskal dalam keadaan darurat fiskal (Jun Ma, 2001). Ramadyanto (2013)
menyatakan bahwa untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam menerima
guncangan risiko dapat dilihat dari kesehatan APBDnya, semakin sehat APBD maka
semakin mampu menghadapi risiko.

Kompleksitas permasalahan terkait dengan keuangan daerah secara konseptual
merupakan krisis fiskal bagi pemerintah daerah serta merupakan sumber risiko fiskal bagi
daerah. Jika daerah mengalami tekanan maupun kesulitan fiskal akan berpengaruh terhadap
kinerja pemerintah dalam menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Jun Ma (2001)
berpendapat bahwa Keadaan kesulitan fiskal (fiscal stress) dan darurat fiskal lokal (fiscal
emergency) tidak muncul tanpa sebab. Oleh karena itu, adalah mungkin untuk merancang
sistem peringatan dini yang memantau kesehatan fiskal pemerintah daerah dan memprediksi
krisis fiskal yang potensial.

Melalui pengalaman, pemerintah pusat atau provinsi di banyak negara mengakui
bahwa krisis fiskal lokal sering disebabkan oleh peningkatan pesat dalam pengeluaran relatif
terhadap pendapatan, defisit terus-menerus, utang pemerintah yang tinggi, dan masalah
likuiditas (kewajiban jangka pendek melebihi aset likuid). Dengan demikian, semakin
tanggap pemerintah lokal dalam mendeteksi ambang kesulitan keuangan dan mengambil
langkah-langkah (seperti memberikan saran perencanaan keuangan, pengetatan kontrol
pengeluaran, meningkatkan pengumpulan pendapatan, dan membatasi pinjaman masa depan)
maka hal ini dapat mencegah pemerintah daerah dari tergelincir ke dalam kesusahan yang
lebih dalam. Lebih lanjut Jun Ma (2001) menyatakan bahwa untuk menciptakan kondisi
fiskal yang sehat daerah harus melakukan tindakan yang terencana dan berkelanjutan untuk
mengurangi dampak dari risiko yang berasal dari aktifitas pemerintah daerah yang berkaitan
dengan kebijakan fiskal. Oleh karena itu, mitigasi risiko fiskal sangat diperlukan guna
mendesain kebijakan keuangan daerah dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintah
daerah yang efektif (effective local governance).

PEMBAHASAN

Kompleksitas permasalahan keuangan di daerah sebagaimana yang telah diuraikan
sebelumnya merupakan situasi masalah yang mendasari penulis untuk menganalisis lebih
mendalam mengenai risiko fiskal daerah. Permasalahan keuangan yang kompleks tentunya
juga harus dilihat dari sudut pandang yang kompleks, holistik dan sistemik. Berfikir sistem
atau system thinking merupakan cara berfikir atau paradigma berfikir secara holistik atau
memandang masalah secara menyeluruh dan adanya keterkaitan antara unsur-unsur sistem
atau komponen sistem (Checkland 1999, dan Soesilo dan Karuniasa, 2014). Instrumen
analisis yang digunakan dalam mendesain kompleksitas keuangan daerah adalah dengan
menggunakan Soft System Methodology (SSM). Dasar pemikiran SSM adalah berupaya
mengkaji fenomena dalam dunia nyata (real world) yang berupa situasi permasalahan
(problem situation), kemudian ditindak lanjuti dengan pembuatan model sebagai upaya
pemecahan masalah melalui proses pembejajaran dan pengkajian yang sistemik. Situasi
permasalahan khususnya dalam bidang keuangan tampak pada Gambar 1.
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Rata-rata pemerintah daerah berada pada kondisi keuangan dimana Rasio
Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) rendah, derajat desentralisasi fiskal yang rendah,
kontribusi PAD terhadap total penerimaan yang sangat rendah, tingginya belanja pegawai,
serta defisit anggaran, munculnya dana idle dan lain-lain. Kompleksitas permasalahan ini
akan berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan pemerintah daerah. Dalam konteks
pendekatan Soft System kompleksitas situasi masalah di dunia nyata diorganisasikan sebagai
suatu sistem artinya sifat-sifat dari bagian tidak mempunyai arti jika tidak dalam konteks
keseluruhan (Checkland & Scholes, 1990).

Real World:
al Kabupaten/Kota
Rasio Kemandirian
IPM Rendah Keuangan Daerah rendah
Adanya dana idle /
Derajat Desentralisasi Fiskal
Rasio belanja langsung Rendah
rendah ‘

Konribusi PAD terhadap total
pendapatan yang sangat rendah

Tingginya ketergantungan
terhadap dana transfer pusat
Rasio belanja tidak langsung
tinggi

Gambar 1. Real World Keuangan Daerah di Indonesia
Sumber: Data diolah (2017)

Akan lebih baik untuk menggunakan istilah “holon” dalam membedakan konsep
teoritis dari sistem dunia yang dipersepsikan daripada menggunakan istilah ‘sistem’ yang
biasa digunakan. Suatu holon adalah sejenis model yang spesial yang mengorganisasikan
pemikiran dengan cara ide-ide sistem (Lane & Olivia, 1998) sebagaimana dikutip oleh
Widjayani dan Yudoko). Sistem aktivitas manusia merupakan jenis spesifik dari holon yang
dibentuk dari sekumpulan aktifitas yang saling berhubungan dengan adanya saling
ketergantungan untuk membuat keseluruhannya bertujuan (Attefalk& Langervik, 2001)
sebagaimana dikutip oleh Widjayani dan Yudoko). Sistem aktifitas Hal yang penting untuk
dimengerti bahwa ide mengenai sistem disini bukan merupakan cara untuk mendeskripsikan
apa yang ada, akan tetapi merupakan cara untuk mendeskripasikan interpretasi mengenai
apa yang ada atau suatu pemikiran mengenai apa yang relevan dengan apa yang ada (Wilson,
1984 sebagaimana dikutip oleh Widjayani dan Yudoko).

Dalam pemikiran soff system, permasalahan tidak terjadi dengan cara sedemikian
mungkin sehingga memungkinkan untuk mengisolasinya. Oleh karenanya, lebih tepat untuk
mendekati persoalan bukan sebagai ‘masalah’ akan tetapi sebagai ‘situasi permasalahan’
(Attefalk &Langervik, 2001 sebagaimana dikutip oleh Widjayani dan Yudoko). Hal tersebut
merupakan bagian dari dunia yang kita persepsikan, yaitu situasi permasalahan yang akan
dipelajari dan dieksplorasi (Wilson, 1984 sebagaimana dikutip oleh Widjayani dan Yudoko).
Berdasarkan pendahuluan yang diuraikan sebelumnya, situasi permasalahan yang akan
dipelajari dan dieksplorasi dalam konteks teoritas sebagaimana Gambar 2.
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Situasi masalah (real world) yang ada di Kabupaten/kota, sebagaimana telah diuraikan
sebelumnya merupakan kajian dari keuangan daerah. Jika berbicara tentang keuangan daerah
di Indonesia maka tidak akan terlepas dari sistem desentralisasi fiskal yang berlaku. Dengan
diterapkannya sistem desentralisasi fiskal menyebabkan bertambahnya jumlah layanan yang
diediakan oleh pemerintah dacrah.

Meningkatnya jumlah layanan bagi pemerintah daerah ternyata tidak diimbangi
dengan kemampuan daerah untuk membiayai penyediaan layanan atau dengan kata lain
ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendanaan dari pusat. Peningkatan kebutuhan
atau belanja daerah tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan. Satu sisi daerah
mengalami peningkatan pengeluaran, namun disisi lain pendapatannya masih belum bisa di
andalkan hal inilah yang menimbulkan tekanan fiskal/fiscal stress (Siswanto, 2013).

Mitigasi
Risiko

Gambar 2. Situasi Permasalahan yang Akan Dipelajari dan Dieksplorasi  dalam
konteks Teoritis Pengelolaan Keuangan daerah
Sumber: Data diolah (2017)

Siswanto (2013) menyatakan bahwa masalah keuangan yang ada di daerah serta
peningkatan layanan merupakan sumber tekanan fiskal yang akan memicu terjadinya risiko
fiskal bagi daerah tersebut. Untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam
menerima guncangan risiko dapat dilihat dari kesehatan APBD-nya, semakin schat APBD
maka semakin mampu daerah tersebut menghadapi risiko (Ramadyanto, 2013). Kesehatan
fiskal itu sendiri menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan
dan pemberian layanan kepada masyarakat (Huang Ju, 2013).

KESIMPULAN

Kompleksitas permasalahan pengelolaan keuangan daerah harus dilihat secara
sistemik. Benang merah dari tulisan diatas yakni kajian kesehatan fiskal daerah menjadi
penting guna mengidentifikasi sumber-sumber risiko keuangan bagi pemerintah daerah.
Ketika sumber risiko kondisi kesehatan fiskal sudah teridentifikasi maka diperlukan sebuah
mitigasi risiko fiskal untuk memberikan rekomendasi kebijakan keuangan daerah demi
menciptakan tata kelola pemerintah daerah yang efektif (effective Local Governance).
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